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RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Sengketa Kepegawaian Sekretaris Daerah terhadap Bupati
Kabupaten Banjar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
34/G/TF/2024/PTUN.BJM).”  Penelitian  dilatarbelakangi  oleh  sengketa
kepegawaian antara Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan Bupati Kabupaten
Banjar terkait pemberian predikat kinerja “Sangat Kurang” melalui aplikasi E-
Kinerja. Penilaian tersebut dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa memenuhi
prosedur penilaian kinerja ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Selain
itu, penilaian tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip sistem merit dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tindakan Bupati yang
menjadi objek sengketa dalam Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM
telah memenuhi AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (2) apakah pertimbangan
hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah memberikan perlindungan
hukum yang memadai terhadap hak jabatan Sekretaris Daerah sebagai Aparatur
Sipil Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan dan Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM, bahan
hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier
berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan teori kewenangan, teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB), dan teori perlindungan hukum ASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bupati dalam melakukan penilaian
kinerja terhadap Sekretaris Daerah tidak memenuhi AUPB. Secara prosedural,
tindakan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena
tidak didahului monitoring kinerja, dialog kinerja, coaching, pemberian umpan
balik, pembentukan Tim Penilai Kinerja, serta dokumen penilaian tidak
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Secara substantif, tindakan tersebut
juga bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan
kewenangan, dan asas keterbukaan karena pemberian nilai “Sangat Kurang” tidak



didasarkan pada data objektif capaian kinerja organisasi serta tidak mencerminkan
prinsip sistem merit.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada
dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Sekretaris
Daerah sebagai ASN melalui pembatalan tindakan Bupati dan perintah untuk
melakukan penilaian ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun
demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena belum
memberikan penegasan mengenai status hukum dokumen penilaian yang tidak
ditandatangani, belum menentukan secara jelas apakah tindakan tersebut batal demi
hukum atau hanya dapat dibatalkan, serta belum menguraikan secara mendalam
hubungan antara kinerja organisasi dan kinerja individu Sekretaris Daerah.

Penelitian ~ ini  menyimpulkan = bahwa  Putusan =~ PTUN  Nomor
34/G/TF/2024/PTUN.BJM merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ASN
dari tindakan kepegawaian yang tidak objektif dan tidak sesuai prosedur. Putusan
tersebut sekaligus mempertegas pentingnya penerapan AUPB, sistem merit, dan
pembatasan kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam pengelolaan
aparatur sipil negara guna menjamin kepastian hukum, profesionalitas birokrasi,
dan perlindungan hak jabatan ASN.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Sengketa Kepegawaian, Sekretaris Daerah, Bupati, AUPB,
Perlindungan Hukum ASN, PTUN.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepegawaian antara Sekretaris Daerah
Kabupaten Banjar dan Bupati Banjar terkait penilaian kinerja dengan predikat
“Sangat Kurang” yang diberikan kepada Sekretaris Daerah melalui sistem E-
Kinerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tindakan
Bupati yang menjadi objek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (2) apakah
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor
34/G/TF/2024/PTUN.BJM telah memberikan perlindungan hukum yang memadai
terhadap hak jabatan Sekretaris Daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teori yang
digunakan sebagai pisau analisis adalah teori kewenangan, teori Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan teori perlindungan hukum ASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bupati dalam melakukan penilaian
kinerja terhadap Sekretaris Daerah tidak memenuhi prinsip-prinsip AUPB,
khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas tidak
menyalahgunakan kewenangan. Penilaian kinerja dilakukan tanpa melalui tahapan
pemantauan kinerja, pembinaan, dialog kinerja, dan pemberian umpan balik
sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, dokumen penilaian
tidak ditandatangani oleh pejabat penilai dan tidak dilaporkan kepada Tim Penilai
Kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hukum Majelis
Hakim pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi
Sekretaris Daerah sebagai ASN melalui pembatalan tindakan pemerintahan yang
cacat prosedur dan substansi, serta perintah untuk melakukan penilaian ulang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut memperkuat penerapan
sistem merit, membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak
jabatan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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ABSTRACT

Keywords: Employment Dispute, Regional Secretary, Regent, General Principles
of Good Governance, Civil Servant Legal Protection, Administrative Court.

This study was motivated by an employment dispute between the Regional Secretary
of Banjar Regency and the Regent of Banjar concerning a performance evaluation
that resulted in a “Very Poor” performance rating assigned to the Regional
Secretary through the E-Kinerja system. The issues examined in this study are: (1)
whether the Regent s action, which became the object of dispute, complied with the
General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Article 10 of Law
Number 30 of 2014 on Government Administration; and (2) whether the legal
reasoning of the panel of judges in Administrative Court Decision Number
34/G/TF/2024/PTUN.BJM provided adequate legal protection for the position
rights of the Regional Secretary as a Civil Servant (ASN).

This research is a normative legal study employing statutory, case, and conceptual
approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal
sources analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The
analytical frameworks applied in this study are the theory of authority, the theory
of the General Principles of Good Governance (AUPB), and the theory of legal
protection for civil servants.

The findings reveal that the Regent’s performance evaluation of the Regional
Secretary did not comply with the principles of AUPB, particularly the principles
of legal certainty, prudence, transparency, and prohibition of abuse of authority.
The performance assessment was conducted without performance monitoring,
coaching, performance dialogue, and feedback mechanisms as required by
Government Regulation Number 30 of 2019 and Minister of Administrative and
Bureaucratic Reform Regulation Number 6 of 2022. Furthermore, the evaluation
document was not signed by the authorized evaluator and was not submitted to the
Performance Evaluation Team. The study also concludes that the judges’ legal
reasoning generally provided adequate legal protection for the Regional Secretary
as a civil servant by annulling the administrative action that was procedurally and
substantively defective and ordering a reassessment in accordance with applicable
laws and regulations. The decision strengthens the implementation of the merit
system, limits the potential abuse of authority by Personnel Development Officers,
and ensures legal protection for the position rights of civil servants within regional
government administration.
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